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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 039 /KPTS/DPMPTSP.I11/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

®

Menimbang bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dalam Layanan Informasi Publik yang
meliputi proses Penyediaan, Penyimpanan,
Pendokumentasian dan Layanan Informasi Publik, perlu
menunjuk Pejabat Informasi Publik Pembantu di Lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3887);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah
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10.

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
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11, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2023 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun
2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2025 Nomor 29);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut :
a. Pengarah : Kepala DPMPTSP Provinsi
Sumatera Selatan
b. Ketua PPID Pembantu : Sekretaris DPMPTSP Provinsi
Sumatera Selatan
c. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Data dan
Informasi
d. Anggota : Ketua Tim Kerja Promosi dan
Kerjasama
: Ketua Tim Kerja Pengendalian
Pelaksanaan
: Ketua Tim Kerja Pemberdayaan
Usaha
: Ketua Tim Kerja Perencanaan
Penanaman Modal
: Ketua Tim Kerja Hilirisasi dan
Pengembangan Iklim
: Ketua Tim Kerja Penata Perizinan
: Ketua Tim Kerja Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi;

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberikan pelayanan informasi kepada publik;

c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
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KETIGA

KEEMPAT

oleh masyarakat;

. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan

untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi;

. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara
berkala;

. Memberikan  Pelayanan informasi dan  menolak

permohonan informasi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera
Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya, apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah
dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

pad Kurnia, SE., MM

B da(IV/c)
NIP. 19790901200604 1008
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